DINAS PENDIDIKAN

° PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
- — J1. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

- Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421 14362 Disdik/2011

TENTANG

1ZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD ADZ DZIKRA
JL KAMPUNG GUNUNG PICUNG RT 04 RW 12
DESA/KELURAHAN GUNUNG PICUNG KECAMATAN PAMUAHAN
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang - a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan
kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini,
perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini / PAUD ADZ DZIKRA yang berlokasi di JI. Kampung
Gunung Picung RT 04 RW 12 Desa/Kelurahan Gunung Picung
Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. r
e il R m—
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Memperhatikan

beraturan Pemerintah No 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
(PLS), Peraturan Pemerintah No27 tahun 1990 tentang Pendidikan
Pra Sekolah:

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26
April 2002 tentang Pedoman Pendinan Sekolah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan
Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten
Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

Keputusan Bupati Bogor ftentang Pendelegasian ~ Kewenangan
Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala
Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan
PAUD ADZ DZIKRA tanggal 27 Januan 2011 Nomor: 421.1/002/PAUD-
Adz/2011, Perihal Permohonan Perpanjangan  ljin Oprasional
Penyelenggaraan PAUD ADZ-DZIKRA.

Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum
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KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhac
lain atau peserta didik yang muengakibatkan terhentinya p Sk,
segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab |
pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan po
demi hukum.
Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam S
yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak
sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum. . -[;I-
Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan
dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah
Kabupaten Bogor.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI - Cibinong o
PADA TANGGAL 28 -=2 - %ol 1

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

J,\
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Kp. memmmnmcmxmmf ahan
Kabupaten. Bogor - ImBaatléGﬁﬂ

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN JANNATUSH SHALIHIN
Nomor : 006/YJS/VII/2017 e
- -3 : TENTANG K
L PEMBENTUKAN PAUD ADZ DZIKRA - =
L, ' MENIMBANG * a  Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan i :
&. " belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu -
| menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). e
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai 6 tahun .lJ
yang belum mendapat Pendidikan. .
c.  Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan N

Pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Gunung Picung Rt 04 Rw 012 Desa
Gunung Picung Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

e MENGINGAT : a  Undang — Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
i b. Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
¢. Undang — Undang Nomor 20 tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan ‘
Nasional,;

d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang
Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor
018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada L
Kelompok Bermain dan Pentipan Anak; A

£ Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra

o sekolah;

: g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional; 5%

h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang M I
Nasional Pendidikan; '

1. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tamﬁg

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang |
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